
BUPATI KAPUAS 
PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR : 23 TAHUN 2006 

TE NTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 2006 
TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH 

BUPATI KAPUAS, 

Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah, 
dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 
Tahun 2006 Nomor 6, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
Pemerintahan dan Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan 
dipandang perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkannya 
dengan Peraturan Bupati Kapuas. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat JI di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberltuwln 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara ~epnbilr 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negiaa 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemesilksaa11 
pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (l.aubaa, 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tar61ha, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 elb19 Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaaa Negara Repibiit 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaha11 L.emba1a1 Negara 



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norn or 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2U05 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 



Menetapkan 

17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG 
PENGELOLAAN BARANG DAERAH. 

Pasal 1 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Daerah dan diundangkan dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6. 

Pasal 2 

Menugaskan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Mempersiapkan peraturan pelaksana yang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 

·. tentang Pengelolaan Barang Daerah. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 
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Ditetapkan di Kuala Kapuas 
,,_-;-;. gal 30 October 

/(, ~--- -..... 
2006 

~ 

HANUDIN ALI 



Oiundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 30 Oktober 2006 

RUSLAN 

. BUPATEN KAPUAS 
OR · 23 


